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Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu
Pegawai bidang Humas di Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
kurangnya Disiplin pegawai serta Kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Penelitian ini
termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan
menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas kerja, serta ketepatan Waktu Pegawai Negeri Sipil Bagian Humas
Sekretariat Daerah Kota Pontianak sudah cukup baik, para pegawai telah bekerja dengan cukup disiplin dalam
pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan.
Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja yang cukup baik dikarenakan adanya dukungan sejumlah faktor
diantaranya adanya tupoksi yang jelas, motivasi pegawai yang cukup baik, Pimpinan juga mendorong pegawai
untuk meningkatkan kompetensinya, misalnya melalui jalur pendidikan formal dengan melanjutkan pendidikan
yang lebih tinggi. sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja pegawai, Rekomendasi dalam
penelitian ini diharapkanpeningkatan produktivitas kerja pegawai terutama dengan meningkatkan kedisiplinan,
keseriusan kerja maupun meningkatkan kecepatan dalam memberikan pelayanan publik, serta mengoptimalkan
responsibilitas pegawai dengan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang penerapan tatanan
administrasi maupun prosedur pelayanan publik.

Kata-kata kunci: Kinerja Pegawai, Hubungan Masyarakat, Pelayanan Publik.

Abstract

This article is intended to describe and analyze the quality, quantity and timeliness of Public Relations Officer at
the Regional Secretariat Pontianak The problem in this research is the lack of personnel and lack Discipline
sense of responsibility in carrying out duties in the Public Relations Officer at the Regional Secretariat
Pontianak. This study was a descriptive study with qualitative analysis. The results of the field studies showed
that the quantity and quality of work, as well as the accuracy of the Time of Civil Servants of the Public
Relations Regional Secretariat Ponanak is quite good, the employees have worked with enough discipline in the
achievement of employment and generate jobs in accordance with the instructions given. The achievement of the
quantity and quality of work is quite good due to the support of a number of factors, including their duties are
clear, which is good enough motivation, leadership support and strict sanctions for employees who are lazy.
Recommendations in this study is expected to increase employee productivity, especially by improving
discipline, seriousness of work and increase speed in delivering public services, and optimize employee
responsibility to provide a comprehensive understanding of the application of the order of administration and
public service procedures.

Keywords: Keywords : Performance Officer , Public Relations. Public Service.
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A. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri sebagai abdi

negara bertugas melayani kehendak negara

dan dituntut mampu mengembangkan

prestasi kerjanya semaksimal

mungkin.Sebagai abdi masyarakat pegawai

negeri dituntut melayani kepentingan

masyarakat sesuai dengan kedudukan dan

fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan

negara. Berarti sebagai pemikir, perencana

dan pelaksana pembangunan, pegawai

negeri harus mampu melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang tepat dalam

proses pembangunan yang teh ditetapkan

pemerintah dan terampil dalam menyusun

rencana.

Berdasarkan penjelasan tersebut

untuk menciptakan hasil kerja yang efektif

dan efesien, maka pegawai negeri dalam

rangka mencapai tujuan organisasi, mereka

sangat dituntut memiliki kemampuan dan

keterampilan yang tinggi. Pegawai negeri

yang memiliki kemampuan dan

keterampilan yang tinggi diharapkan dapat

meningkatkan  kerjanya. Tuntutan otonomi

Daerah yang berkaitan dengan aparatur

negara adalah perlunya mewujudkan

administrasi Negara yang mampu

mendukung kelancaran dan keterladanan

pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan menuju di praktekannya

prinsip good governance. Dengan

otonomi daerah  menginginkan suatu

perubahan mendasar dalam

penyelenggaraan pemerintah yang lebih

transparan, berkeadilan dan akuntabel,

maka tuntutan akan adanya pegawai

bekerja dengan baik  menjadi relevan.,

maka penguatan peran masyarakat dengan

penerapan demokrasi rakyat tidak akan

tercapai apabila tidak didukung oleh

pemerintahan yang kredibel dan dapat di

pertanggung jawabkan.

Pegawai pemerintah/aparatur

merupakan bagian dari mekanisme sistem

pemerintahan. Sehingga pegawai

merupakan hal ini yang harus menjadi

perhatian sangat penting agar terwujudnya

good gavernance, karena pegawai adalah

pihak penyelenggm (pegawai) yang

melayani dan masyarakat adalah pihak

penerima layanan. Dalam bekerja sebagai

pegawai negeri sangat komplek dalam

pelaksanaan pekerjaan atau tugas-

tugasnya yaitu dalam bidang pekerjaan

rutin di kantor juga dalam bidang

pelayanan dan jasa-jasa publik (public

services). Akibatnya sikap dan perilaku

aparatur pemerintah dalam melayani

masyarakat cenderung mengabaikan

aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Pegawai merupakan kunci keberhasilan

dalam  suatu organisasi, sebab berbagai

aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai
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adalah merupakan pekerjaan yang

kegiatannya dalam bidang usaha atau

kegiatan yang bersifat jasa. Sehingga

peranannya akan lebih besar dan bersifat

menentukan manakala dalam kegiatan jasa

dimasyarakat itu terdapat kompetisi dalam

merebut pelanggan. Dibidang

pemerintahan tidaklah kalah pentingnya

masalah itu, bahkan peranannya lebih

besar. Oleh karena peranan pegawai yang

mempunyai kinerja yang baik akan

mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengukuran kinerja merupakan

jembatan antara perencanaan startegis

dengan akuntabilitas, sehingga suatu

pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil

jika terdapat bukti – bukti atau indikator –

indikator atau ukuran – ukuran capaian

yang mengarah pada pencapaian misi.

Teknik dan metode yang digunakan

dalam menganalisis kinerja kegiatan,

yangpertama – tama dilakukan adalah

dengan melihat sejauh mana adanya

kesesuaian antara program dan

kegiatannya.program dan kegiatan

merupakan program dan kegiatan

sebagimana yang tertuang dalam

perencanaan strategis Pemerintah Daerah

yang bersangkutan.

Dalam organisasi pemerintahan

yang dimaksudkan dengan pegawai negeri

menurut Undang-undang Pokok

Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 (pasal 1

ayat 2) sebagai berikut : “Pegawai Negeri

adalah mereka yang memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri

atau negara lainnya yang ditetapkan

berdasarkan suatu peraturan perundang-

undangan dan digaji menurut perundanga-

undangan yang berlaku”. Dengan demikian

seorang pegawai negeri dituntut untuk

memiliki kesetiaan kepada pemerintah

dalam melaksanakan kebijaksanaan dan

program pembangunan.

Pegawai Negeri sebagai abdi

negara bertugas melayani kehendak negara

dan dituntut mampu mengembangkan

prestasi kerjanya semaksimal

mungkin.Sebagai abdi masyarakat pegawai

negeri dituntut melayani kepentingan

masyarakat sesuai dengan kedudukan dan

fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan

negara. Berarti sebagai pemikir, perencana

dan pelaksana pembangunan, pegawai

negeri harus mampu melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang tepat dalam

proses pembangunan yang telah ditetapkan

pemerintah dan terampil dalam menyusun

rencana.

Donald dan Lawton (dalam Keban,

2005:90) menyatakan bahwa “penilaian
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kinerja organisasi dapat digunakan sebagi

ukuran keberhasilan suatu organisasi

dalam kurun waktu tertentu dan penilai

tersebut juga dapat dijadikan input bagi

perbaikan da peningkatan

kinerjaorganisasi”.

Sistem penilaian kinerja harus

disusun dan diimplementasikan dengan

suatu 1) prosedur formal tandar; yang

berbasis pada analisis jabatan; 2) hasilnya

didokumentasikan dengan baik; 3) penilai

yang memiliki kapasitas dankompetensi

yang dapat dipertanggung jawabkan.

(Dwiyanto, 2006:117).

Meskipun penilaian kinerja telah

Penetapan indikator didasarkan pada

masukan (inputs), keluaran(output), hasil

(outcome), manfaat (benefit) dan dampak

(impact). Sependapat dengan hal tersebut,

Mardiasmo (2001:76) menyatakan bahwa

dalam mengukur kinerja suatu program,

tujuan dari masing – masing program harus

disertai dengan indikator – indikator

kinerja yang digunakan untuk mengukur

kemajuan dalam pencapaian tujuan

tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan

sebagai ukuran kuantitatif dan / atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang

telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator

kinerja harus merupakan sesuatu yang

akan diukur suatu program yang dijalankan

unit kerja. dandihitung serta digunakan

sebagai dasar untuk menilai maupun

melihat tingkat kinerja

Lebih lanjut Mardiasmo (2005:79)

menjelaskan bahwa pada umumnya sistem

ukuran kinerja dipecah dalam lima

kategori sebagai berikut: 1) Indikator

input, mengukur sumber daya yang

diinvestasikan dalam suatu proses,

program, maupun aktivitas untuk

menghasilkan keluaran (output maupun

outcome). 2) Indikator output adalah

sesuatu yang diharapkan langsung dicapai

dari sesuatu kegiatan yang didapat berupa

fisik dan / atau non fisik. 3) Indikator

outcome, adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya output (efek

langsung) pada jangka menengah.Indikator

benefit, menggambarkan manfaat yang

diperoleh dari indikator outcome.Indikator

impact memperlihatkan pengaruh yang

ditimbulkan dari benefit yang diperoleh.

Untuk dapat menilai kinerja

pegawai swasta objektif dan akurat,

pimpinan / atasan harus mengukur tingkat

kinerja pegawai.Pengukuran seperti itu

berarti memberikan kesempatan pegawai

untuk mengetahuitingkat kinerja mereka.

Penetapan standar kinerja

diperlukan untuk mengetahui apakah

kinerja pegawai diri karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya. Menurut

Dharma (2005:29) ukuran kinerja
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seseorang dalam melaksanakan

pekerjaannya adalah sebagai berikut :

a. Kuantitas yaitu jumlah yang harus

diselesaikan

b. Kualitas yaitu mutu yang dihasilkan

c. Ketepatan waktu sesuai dengan yang

direncanakan

Bagan Kerangka Pikir

Sumber: Data Olahan Penulis

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis

menggunakan jenis penelitian deskriptif,

dimana menurut Kountur (2005:105)

bahwa: “penelitian deskriptif adalah

penelitian yang memberikan gambaran

atau uraian atas suatu keadaan sejelas

mungkin tanpa ada perlakuan terhadap

objek yang diteliti”. Metode deskriptif

dipilih karena peneliti ingin memperoleh

gambaran dan deskripsi fenomena yang

terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang

lebih jelas penulis menggunakan teknik

wawancara dan observasi guna mendukung

data lapangan yang telah

didapatkan.Subjek penelitian ini dalam

penelitian ini adalah mereka yang

mempunyai pengetahuan luas mengenai

berbagai sektor dalam masyarakat.Subjek

penelitian.dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Pimpinan Di bagian kehumasan

Kota Pontianak

b. Pegawai dan Staf  Di Sekretariatan

Kota Pontianak bagian kehumasan

Analisis data dilakukan dengan

mengorganisasikan data, menjabarkanya

kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun kedalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari dan

membuat kesimpulan yang dapat

diceritakan kepada orang lain. Miles and

Huberman (Sugiyono, 2007: 91)

mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data

diantaranya:

1. Meringkas (reduksi), tujuannya agar

data yang dianalisis merupakan  data-

data yang benar-benar berkaitan dengan

masalah penelitian.

Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun1999

Permasalahan

1. Terdapat pegawai yang datang tidak tepat waktu
pada saat jam kerja

2. Adanya pegawai yang tidak melaksanakan
tugas-tugasnya dengan baik.

Menurut Dharma (2005:29) ukuran kinerjaadalah sebagai
berikut : 1. Kuantitas 2.Kuantitas. 3. Ketepatan waktu

Tercapainya kinerja pegawai yang baik bagian Humas di
Sekertariatan Kota Pontianak
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2. Memaparkan (display), Dengan

mendisplaykan data, maka akan

memudahkan untuk memahami apa

yang terjadi, merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah

difahami tersebut.

3. Penyimpulan (verifikasi), data-data

yang diperolah yang telah diringkas dan

dipresentasikan kemudian diambil

beberapa kesimpulan yang paling

relevan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian lapangan

yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa

Kuantitas dan kualitas kerja Pegawai

Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat

Daerah Kota Pontianak sudah baik. Para

pegawai telah bekerja dengan cukup

disiplin dalam pencapaian target pekerjaan

serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai

dengan intruksi yang diberikan.

Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja

yang cukup baik dikarenakan adanya

dukungan sejumlah faktor diantaranya

adanya tupoksi yang jelas, motivasi

pegawai yang baik.

Ketepatan Waktu serta

profesionalismePegawai Negeri Sipil

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota

Pontianak  sudah cukup baik. Hal ini

karena adanya penempatan pegawai sesuai

latar belakang pendidikan dan

keterampilan, rata-rata pegawai sudah

berpengalaman, serta adanya pelatihan dan

bimbingan teknis tentang tupoksi.Efisiensi

kerja Pegawai Negeri Sipil Bagian Humas

sudah cukup baik.Hal ini dapat tercapai

karena rata-rata pegawai telah

berpengalaman. Selain itu sarana-dan

prasarana kerja juga sudah cukup memadai

baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Para Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Bagian Humas Sekretariat

Daerah Kota Pontianak sering dihadapkan

pada beberapa kendala, diantaranya pada

saat mereka memfasilitasi pelaksanaan

kegiatan kehumasan, bahwa pelaksanaan

kegiatan-kegiatan tersebut biasanya

berlangsung simultan dan memerlukan

waktu yang cukup lama yang pada

akhirnya menyita waktu, tenaga dan

fikiran.

Disisi lain, mereka juga terkadang

harus menjalankan tugas kesekretariatan

yang lain, yang diberikan kepadanya, serta

masih adanya pada pegawai yang belum

memahami tugas pokok dan fungsinya

dalam menjalankan tugasnya, sehingga

dalam menjalankan tugas selalu meminta

arahan dari atasan

Berdasarkan observasi tercermin

bahwa penempatan pegawai di Bagian

HumasKota Sekretariat Daerah Pontianak

sudah disesuaikan dengan latar belakang

pendidikan pegawai. Pegawai dengan latar
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belakang pendidikan yang memadai untuk

jabatan atau tugasnya akan lebih terampil

dalam menangani pekerjaannya, dan akan

lebih mudah untuk mencapai kinerja yang

diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu

ditempatkan sesuai dengan keahliannya

(the right man in the right place, the right

man on the right job).Memang walaupun

tidak sesuai dengna latar belakang

pendidikan, keahlian bisa saja didapat dari

lamanya pegawai tersebut menangani

pekerjaan tersebut. Pegawai tersebut akan

terbiasa walaupun butuh waktu yang cukup

lama.

Sejauh ini pihak Sekretariat Daerah

Kota Pontianak memang telah melakukan

analisis mengenai penempatan pegawai

agar pegawai ditempatkan sesuai

kemampuannya. Ada beberapa tahapan-

tahapan dalam analisis pekerja yang

dilakukan yaitu:Pengumpulan latar

belakang informasi, pada tahap ini

dikumpulkan semua informasi mengenai

pegawai baru tersebut termasuk dengan

latar belakang pendidikannya.Pemilihan

kedudukan, pada tahap ini merupakan

tahap penentuan kedudukan yang sesuai

dengan kemampuan pegawai.Pengumpulan

data analisis jabatan, tahap ini merupakan

pengumpulan kemampuan dan skill

pegawai.Pengembangan deskripsi jabatan,

tahap ini merupakan tahap pengembangan

deskripsi jabatan yang berhubungan

dengan keperluan instansi.Pengembangan

spesifikasi jabatan, pada tahap ini

diuraikan kebutuhan jabatan, seperti

kemampuan, bakat, skill dan pengalaman

organisasi.

Sejauh ini Bagian Humas Kota

Pontianak juga telah merumuskan langkah-

langkah peningkatan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan setiap

kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) masing-masing.

Adapun langkah-langkah

peningkatan efisiensi dan efektivitas

diwujudkan dalam bentuk standar prosedur

pelaksanaan kegiatan yang menjamin mutu

proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan

kegiatan secara prima.

Pimpinan juga mendorong pegawai

untuk meningkatkan kompetensinya,

misalnya melalui jalur pendidikan formal

dengan melanjutkan pendidikan yang lebih

tinggi.Diklat atau bintek merupakan proses

pendidikan jangka pendek yang

mempergunakan prosedur sistematis dan

teroganisir dimana pegawai pelaksana

mempelajari pengetahuan dan

keterampilan, yang ditujukan agar dapat

meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan pegawai tersebut, sehingga

dapat meningkatkan kemampuan dan

kualitas kerja pegawai, yang dapat

menghasilkan kinerja yang baik dari

pegawai.

Para PNS harus diarahkan agar dapat

mengikuti diklat atau bintek dengan serius,
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sehingga dapat memperhatikan dan

mengaplikasikan materi-materi yang

didapat dari pelatihan tersebut ketika

berada di kantor, sementara itu diklat atau

bintek yang selama ini diadakan sudah

cukup memberikan dampak yang positif

bagi peningkatan kemampuan pegawai.

Banyak pegawai yang merasa

mendapatkan manfaat yang berarti dari

program diklat atau bintek tersebut bagi

peningkatan kemampuannya.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Kuantitas dan kualitas kerja Pegawai

Negeri Sipil Bagian Humas Sekretariat

Daerah Kota Pontianak sudah cukup

baik, para pegawai telah bekerja dengan

cukup disiplin dalam pencapaian target

pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan

yang sesuai dengan intruksi yang

diberikan.Tercapainya kuantitas dan

kualitas kerja yang cukup baik

dikarenakan adanya dukungan sejumlah

faktor diantaranya adanya tupoksi yang

jelas, motivasi pegawai yang cukup

baik, kepemimpinan yang mendukung

serta sanksi yang tegas bagi pegawai

yang malas.

2. Ketepatan Waktu serta profesionalisme

Pegawai Negeri Sipil Bagian

HumasSekretariat Daerah Kota

Pontianak sudah cukup baik.Hal ini

karena adanya penempatan pegawai

sesuai latar belakang pendidikan dan

keterampilan, rata-rata pegawai sudah

berpengalaman, serta adanya pelatihan

dan bimbingan teknis tentang

tupoksi.Efisiensi kerja Pegawai Negeri

Sipil Bagian Humas sudah cukup

baik.Hal ini dapat tercapai karena rata-

rata pegawai telah berpengalaman.

Selain itu sarana-dan prasarana kerja

bagian persidangan juga sudah cukup

memadai baik dari segi jumlah maupun

kualitas. Pegawai Bagian Humas

Sekretariat Daerah Kota Pontianak

sudah menempati kantor yang

dilengkapi dengan komputer serta meja

dan kursi yang nyaman untuk bekerja.

Ruangan kerja juga cukup sejuk

sehingga nyaman untuk bekerja.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan yang

peneliti kemukakan, maka peneliti

mengemukakan beberapa saran yang dapat

dijadikan bahan masukan dan

pertimbangan, Saran-saran tersebut antara

lain :

1. Kinerja pegawai pada Bagian Humas

Sekretariat Daerah Kota Pontianak

dapat terus ditingkatkan. Hal ini dapat

dilakukan dengan terus meningkatkan

kualitas kerja maupun efisiensi kerja.
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2. Meningkatkan produktivitas kerja

pegawai terutama dengan

meningkatkan kedisiplinan, keseriusan

kerja maupun meningkatkan

kecepatan dalam memberikan

pelayanan publik. Mengoptimalkan

responsibilitas pegawai dengan

memberikan pemahaman secara

komprehensif tentang penerapan

tatanan administrasi maupun prosedur

pelayanan publik.Memaksimalkan

kualitas layanan terhadap pelayanan

publik terutama dengan meningkatkan

skill pegawai dan kecepatan pelayanan

maupun meningkatkan kebersihan

lingkungan.Konsisten dalam

memberikan pelayanan publik dengan

akuntabilitas yang maksimal agar

pelayanan publik yang ada

memberikan kepuasan bagi

masyarakat.
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